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iat DPR Diragukan
oleh Kommnas HAM

DPR menawarkan untuk meratifikasi sejumlah ketentuan di konvensi
internasional, seperti Statuta Roma, ke RUU KUHP. Namun, Komnas
HAM meragukan keseriusan tawaran tersebut. '

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Na-
sional Hak Asasi Manusia me-
ragukan niat DPR yang mena-
warkan untuk meratifikasi se-
jumlah ketentuan tentang tindak
pidana pelanggaran hak asasi ma-
nusia berat dari konvensi inter-
nasional dalam Rancangan Un-
dang-Undang Kitab Undang-un-
dang Hukum Pidana. Memasuk-
kan pasal pelanggaran HAM be-
rat dalam RUU KUHP ditakut-
kan akan mempersulit mempro-
ses kejahatan HAM. b

Tawaran itu disampaikan ang-
gota Panitia Kerja (Panja) RUU
KUHP DPR dari Fraksi Partai
Nasdem, Taufiqulhadi, di Jakarta,
Senin (11/6/2018). Ia menga-
takan, penyusunan RUU KUHP
sekaligus dimanfaatkan untuk
melengkapi aturan tindak pidana
berat terhadap HAM yang diatur
di UU No 26/2000 tentang Peng-
adilan HAM.

Dengan pertimbangan  itu,
Panja RUU KUHP sepakat
memasukkan pasal-pasal tentang
pelanggaran HAM berat ke RUU
KUHP untuk sekaligus menga-
dopsi sejumlah ketentuan di kon-
vensi internasional, seperti Sta-
tuta Roma dan Mahkamah Pi-
dana Internasional (Internatio-
nal Criminal Court/ICC).

Langkah ini dinilai akan mem-
| perkuat penegakan HAM. “Tim

(Panja RUU KUHP DPR dan
pemerintah) sepakat, perlu ada
pengaturan tindak = pidana
terhadap HAM yang komprehen-
sif dan mengakomodasi per-
kembangan yang terjadi di level
nasional ataupun internasional
sehingga kedua pasal di ICC yang
belum diatur di UU Pengadilan
HAM dimasukkan < di RUU
KUHP” ujar Taufiqulhadi.

Di draf RUU KUHP, ada dua
pasal di bagian tindak pidana
berat terhadap HAM yang belum
diatur di UU No 26/2000. Kedua
pasal itu adalah pasal yang meng-
atur tindak pidana dalam masa
perang atau konflik bersenjata
dan pasal yang mengatur tindak
pidana agresi. Kedua pasal ini
diadopsi dari aturan di ICC.

Dengan masuknya sejumlah
ketentuan di ICC ke dalam RUU
KUHP, lanjut Taufiqulhadi, bisa
mendorong. pemerintah untuk
segera meratifikasi ketentuan di
ICC. Masuknya aturan di ICC ke
RUU KHUP juga menunjukkan
komitmen Indonesia dalam pe-
negakan HAM.

Namun, komisioner Komnas
HAM, Choirul Anam, meragukan
niat dan tawaran Panja RUU
KUHP DPR untuk mendorong
ratifikasi ketentuan ICC melalui
memasukkan sebagian ketentuan
ICC terlebih dulu dalam RUU

KUHP. ”Jika ingin meratifikasi
atutran itu, sejak dulu kami meng-
ajukan revisi tentang UU Peng-
adilan HAM ataupun UU HAM,
seharusnya itu sudah diadopsi.
Namun, waktu itu-usulan re-
visinya sajalangsung ditolak,”
katanya.

Choirul juga menilai, keten-
tuan yang diadopsi dari ICC ke
dalam draf RUU KUHP tidak
komprehensif, tetapi hanya
sejumlah itern pidana. Logika
berpikir dan semangat dalam
ICC yang menegaskan mengenai
asas retroaktif (berlaku surut)
dalam pengadilan HAM atau
prinsip pertanggungjawaban ko-
mando dalam kejahatan HAM
dan perang, misalnya, tak dima-
sukkan.

Justru, asas retroaktif yang se-
benarnya sudah diadopsi dalam
UU Pengadilan HAM itu ter-
ancam dinegasikan dengan di-
masukkannya pasal-pasal pe-
langgaran HAM berat di RUU
KUHP. Oleh karena itu, Choirul
menilai, ketentuan ICC yang di-
pilih dimasukkan dalam RUU
KUHP oleh DPR dan pemerintah
tidak akan berpengaruh besar
terhadap karakter penegakan hu-
kum pelanggaran HAM berat.

Peralihan
Anggota Panja RUU KUHP da-

-ri Fraksi Partai Persatuan Pem-

bangunan, Arsul Sani, mema-
hami adanya kekhawatiran se-
jumlah pihak bahwa bab tindak
pidana khusus (tipidsus) -di RUU
KUHP akan berdampak pada pe-
nerapan undang-undang tipid-
sus, termasuk UU No 26/2000.
Namun, kekhawatiran ini tak
perlu terjadi karena pemerintah
dan DPR sudah mengantisipa-
sinya di pasal peralihan.
”Dengan pasal peralihan itu,
akan ada pengecualian terhadap
tindak  pidana  pelanggaran

- HAM berat sehingga asas-asas

yang diatur di UU HAM dan
Pengadilan HAM, seperti asas
retroaktif dan tidak kedaluwarsa
akan dinyatakan tetap berlaku.
Jadi, tidak perlu khawatir,” kata
Arsul.

Terkait rencana mendorong
ratifikasi ICC secara menyelu-
ruh, menurut Arsul, hal itu dapat
didorong melalui pembahasan
RUU KUHP. Pemerintah tidak
perlu  meratifikasi  terlebih
dahulu ketentuan-ketentuan da-
lam ICC ke UU khusus, tetapi
dapat langsung memasukkannya
dalam RUU KUHP. ”Jika kita
mau mengambil semangat dari
sebuah konvensi internasional,
tidak perlu ada undang-undang
khusus ratifikasi,” katanya.

(APA/AGE)
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